PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR %2 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PEMERINTAH KOTA JAMBI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern

yang efektif dan efisien di jajaran Pemerintah Kota Jambi,
perlu melaksanakan pengelolaan risiko;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (11) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Risiko
di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun1956 Nomor 20)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan '
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Nomor
5601); :




10.

11.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14)

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Jambi Tahun 2018 — 2023 (Lembaran Daerah Kota
Jambi Tahun 2019 Nomor 7)




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN RESIKO DI PEMERINTAH KOTA JAMBI

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kota Jambi.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Walikota adalah Walikota Jambi.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kota Jambi.

Inspektorat Kota Jambi adalah selanjutnya disebut Inspektorat adalah
perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern
pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Jambi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan
sasaran instansi pemerintah daerah.

Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang
sudah ada.

Pengelolaan risiko adalah proses yang proaktif dan berkelanjutan meliputi
penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan
reviu risiko yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan
besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.

Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan
dengan tingkat risiko dan trennya.

Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat
berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk
mengelola risiko di instansi.

Kerangka Manajemen Risiko adalah elemen atau perangkat organisasi yang
menyediakan landasan bagi perencanaan, penerapan, pemantauan,
peninjauan dan perbaikan berkelanjutan manajemen risiko bagi seluruh
organisasi.

Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi
dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendaki.
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Toleransi Risiko adalah batasan maksimal variasi relatif nilai risiko yang masih
diperkenankan/diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dilakukannya
tindakan pengendalian terhadap risiko dalam upaya mencapai tujuan dan
sasaran organisasi.

Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.

Unit Pemilik Risiko (UPR) adalah unit organisasi yang bertanggung jawab
melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.

Daftar Risiko (Risk Register) adalah daftar yang menggambarkan risiko-risiko
yang diperoleh sebagai hasil Proses Manajemen Risiko pada suatu unit kerja
pada suatu waktu tertentu.

Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
Reviu adalah penelaahan wulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan
dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam
mencapai tujuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Kebijakan Umum Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan
Perangkat Rakyat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat
Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah:

pog
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mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
mendorong pimpinan instansi pemerintah daerah yang proaktif;

memberikan dasar kuat dalam pengambilan keputusan,;

meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya
organisasi;

meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan

g. Meningkatkan ketahanan organisasi




BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan pada tingkat strategis
pemerintahan daerah, tingkat strategis perangkat daerah, dan pada
tingkatan kegiatan operasional perangkat daerah.

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

a. Pengembangan budaya sadar risiko;
b. struktur pengelolaan risiko;
c. Penyelenggaraan pengelolaan risiko.

BAB III
TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO
Bagian Pertama
Budaya Pengelolaan Risiko

Pasal 4

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah
Daerah

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan
organisasi disetiap satuan kerja;

b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan
keputusan diseluruh tingkatan organisasi;

c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung
penciptaan budaya risiko.

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), berupa:

a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;

b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;

c. Penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan

d. Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah Kota Jambi, struktur
pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
a. Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan
risiko Pemerintah;
c. Walikota dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR;
d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan




e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan internal.

(2) Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan
pengelolaan risiko pemerintah daerah, serta mengalokasikan sumber daya
yang tepat untuk membangun, memelihara, dan melakukan perbaikan
kerangka kerja manajemen risiko Pemerintah Daerah secara
berkesinambungan;

(3) Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang
mengordinasikan penerapan pengelolaan risiko di Kota Jambi serta
memberikan saran dan masukan terkait manajemen risiko Pemerintah
Daerah kepada Walikota dan pemangku kepentingan;

(4) Walikota dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan
pengelolaan risiko di lingkup kerjanya;

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai wunit kepatuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko
pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

(6) Asisten Sekretaris Daerah atau sebutan lainnya sebagai unit kepatuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta Inspektorat melalui
kegiatan pemeriksaan berbasis risiko, melalui kegiatan pemeriksaan
berbasis risiko, bertanggungjawab memastikan kepatuhan dan mendukung
kegiatan identifikasi sumber risiko serta memberikan rekomendasi terhadap
penyempurnaan kerangka Kkerja manajemen risiko di lingkungan
pemerintah daerah dan perangkat daerah;

(7) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memastikan kepatuhan dan
mendukung kegiatan identifikasi sumber risiko serta memberikan
rekomendasi terhadap penyempurnaan kerangka kerja manajemen risiko.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pada pemerintah Kota Jambi,
Walikota membentuk Komite Pengelolaan Risiko;
(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kepala Daerah sebagai ketua;
b. Kepala Bappeda atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sejenis sebagai
Koordinator merangkap anggota;
c. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki
tugas:

(1) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah
yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan
risiko di lingkungan pemerintah daerah;

(2) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris
Daerah.




(3) Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah daerah
dalam melaksanakan proses penilaian risiko.

Pasal 8

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) butir c terdiri atas:

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Kota;

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Organisasi Perangkat Daerah Eselon II

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Kerja OPD Eselon IIl dan IV.

Pasal 9

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8 ayat (1) memiliki tugas:
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah
daerah;
c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran strategis pemerintah daerah;
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal
8 ayat (2) memiliki tugas:
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD
masing-masing;
b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada
OPD masing-masing;
c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran strategis OPD;
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon IIl dan IV sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 ayat (3) memiliki tugas:
a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian
program/kegiatan;
b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan
c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

BAB III
PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

(1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan manajemen risiko.
(2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.




Bagian Kesatu
Strategi Pelaksanaan Manajemen Risiko

Pasal 11

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan risiko yang
dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi pelaksanaan
manajemen risiko meliputi :

a.

melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak
negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan;

menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia,
infrastruktur, dan standar operasional prosedur;

mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan,

pertanggung jawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta
sasaran yang telah ditetapkan; dan

melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat

pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan
berikutnya.

Pasal 12

(1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 huruf a, meliputi :

a. Penetapan Risiko yang terkait dengan tujuan dan sasaran dan strategi
Pemerintah Daerah dan setiap jenjang organisasi perangkat daerah yang
didasarkan atas hasil analisis terhadap risiko yang melekat pada setiap
tahapan proses dan layanan serta transaksi yang telah dan akan dilakukan
sesuai dengan Kkarakteristik dan kompleksitas kegiatan pemerintahan
daerah; dan

b. upaya menjamin seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program
pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko
tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan

(2) Berdasarkan hasil penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang dikelola
maupun yang ditransfer.

Pasal 13

(1) Kriteria risiko yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

paling sedikit meliputi hal :

a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan
untuk dikelola sesuai dengan toleransi dan selera risiko Pemerintah Daerah
yang telah ditetapkan;

b. mendapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi
dan/atau kontrak; dan

c. Pemerintah Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi
bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai. proses, dan sistem yang
ada.




(2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2
paling sedikit meliputi :
a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko
pemerintah daerah; dan
b. pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk
membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Bagian Kedua
Paragraf Kesatu
Informasi dan Komunikasi

Pasal 14

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat
komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan
pengelolaan risiko yaitu:

a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
b. proses penilaian risiko; dan
c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan
komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko

Paragraf Kedua
Proses Manajemen Risiko

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan
proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur
terutama pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator
kinerja utama.

Pasal 16

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi .
a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

penetapan tujuan;

identifikasi risiko;

analisis risiko;

evaluasi risiko;

penanganan risiko; dan

pemantauan dan reviu risiko

® oo QRS




Pasal 17

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud

(2)

(1)

(2)

dalam Pasal 16 huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan
lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko
dan pengelolaan risiko.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan cara mengidentifikasi

kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian
intern.

Pasal 18

Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan
dalam proses perencanaan kinerja yang tertuang dalam dokumen
perencanaan strategis.

Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mempertimbangkan :

a. lingkungan internal dan eksternal,

b. tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan

c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 19

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf ¢, dilakukan
dengan mengidentifikasi risiko Pemerintah Daerah dan risiko Perangkat Daerah
dengan tahapan meliputi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

()

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah dan
merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk
memperkecil risiko.

Penilaian risiko dilakukan atas :

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;

b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah /unit kerja; dan

c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja.

Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya
renstra Perangkat Daerah.

Penilaian risiko atas tujuan operasional (program/kegiatan) Perangkat

Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera

setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
Mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.




(1)
(2)

(3)

Pasal 20

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 hurul d, dilakukan

dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.

Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan

kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak.

Tahapan pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kegiatan :

a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan
tingkat kedalaman analisis risiko yarg dilakukan;

b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;

c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme
pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;

d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (likelihood)
suatu risiko dan dampaknya;

e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko dan ;

f. melakukan analisis terhadap peta risiko.

(4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa

(5)

(6)

analisis kualitatif, semi kuantitatif dan/atau analisis kuantitatif kemungkinan
terjadinya dan dampak.

Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala
yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah
ditetapkan.

Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dengan
mempertimbangkan selera risiko, toleransi risiko dan kriteria risiko
sebagaimana terlampir.

(7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dirumuskan

dengan ditandai warna, sebagai berikut:
risiko sangat rendah warna hijau.
risiko rendah warna biru.

risiko sedang warna kuning.

risiko tinggi warna jingga.

risiko sangat tinggi warna merah.

©po TP

Pasal 21

(1) Matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan :

a. hasil identilikasi dan Analisis Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;

b. hasil identilikasi dan Analisis Risiko Tingkat Perangkat Daerah; dan
c. hasil identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat pemilik Risiko Kegiatan.

(3) Matrik hasil identifikasi dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.




(4)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Matrik hasil analisis terhadap peta risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d, dilakukan

untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan

penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kegiatan .

a. menetapkan hal yang menjadi perlimbangan dalam melakukan evaluasi
risiko; dan

b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.

Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi .

a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;

b. prioritas penanganan risiko; dan

c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 23

Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menghasilkan
keluaran dalam bentuk hasil evaluasi risiko.

Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berurutan
sesuai dengan peringkat risiko, berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko.
Peringkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

Pasal 24

Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan
dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan
memutuskan pilihan penanganan risiko.

Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada
penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.
Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan
hasil penilaian risiko.

Hasil penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana
Tindak Pengendalian, berisi rincian penanganan untuk membangun
pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan
pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas.

Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum
dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Walikota ini




BAB V
PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Kota Jambi
pada tanggal \2 September 2022

WALI KOTWBI

/——_
SYARIF FASHA

Diundangkan di Kota Jambi

Pada tanggaFSeptember 2022

SEKRETAR,IZ DA KOTA JAMBI,
¥

A. RIDWAN
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 2.0




